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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut
1. Kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polres Sleman dalam
penanggulangan terhadap kekerasan anak dalam menerapkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

a. Ketidaktahuan korban bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya
merupakan perbuatan pidana.

b. Korban takut karena ancaman dari pelaku.

C. Polres Sleman mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan

d. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga
pihak lain tidak perlu tahu atau bahkan mencampuri permasalahan
yang ada di dalamnya. Sehingga hanya diselesaikan dalam lingkup
keluarga saja.

e. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap anak
merupakan hal yang wajar, karena bagi masyarakat itu merupakan
pilihan dalam mendidik anak.

f. Kurangnya koordinasi dalam kerjasama antara polisi dengan
Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Dinas Sosial maupun Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) serta lembaga yang terkait. Nasib

perlindungan pada anak tidak begitu diperhatikan baik dalam
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pengawasan eksternal maupun internal, dan kurangnya kordinasi
antara masyarakat dan polisi dalam proses pembuatan Berkas
Acara Pemeriksaan (BAP)

g. Kurangnya pembatasan waktu dalam pengamanan anak yang
waktunya hanya diberikan selama satu minggu, sedangkan
penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan dapat
berlangsung lama dan tidak dapat diukur batas waktunya.

2. Penyidikan di Polres Sleman dalam penanggulan kekerasan terhadap
anak tidak efektif disebabkan masih adanya kendala kendala yang
dihadaapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan di Pores Sleman.
Ini menyebabkan karena penyidikan yang dilakukan hanya berlandas
pada aspek peraturan peraturan yang ada sehingga polisi akan bertindak
dan menanggulangi permasalahan apabila adanya laporan. Dalam
proses penyidikan tersebut harus meningkatkan kinerja polisi dalam
penyidikan khususnya kekerasan terhadap anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses
penyidikan kekerasan anak di wilayah sleman hendaknya penyidik
memerlukan kordinasi yang lebih baik dalam rangka mencari solusi
yang terbaik bagi para pihak baik kepada tersangka (orang tua/orang
terdekat anak) dan anak (korban). Dengan mempertimbangkan bahwa
anak masih butuh kasih sayang, masih ketergantungan terhadap orang

tua maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan
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perlindungan terhadap perkembangan mental anak/psikologi anak yang
bersangkutan.

. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada orang tua
mengenai cara mendidik anak dan cara menghukum anak apabila salah

. Perlu memberikan sosialiasi kepada elemen masyarakat mengenai
dampak kekerasan anak bila dilakukan

. Polisi diharapkan lebih berperan aktif untuk menindak lanjuti masalah
kekerasan anak dan mencari alat bukti yang kuat sehingga kekerasan

anak dapat diproses sampai tingkat pengadilan.
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